GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL DPRD
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pemberian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk
tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang
operasional sesuai dengan kemampuan daerah diperlukan
untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi
legislasi, pengawasan dan anggaran;

b. bahwa perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berada pada
pengelompokan kemampuan keuangan daerah kategori
tinggi, tidak sesuai lagi dengan pengelompokan kemampuan
keuangan daerah kategori sedang yang diatur dalam
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun
2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu
dilakukan perubahan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
Penyesuaian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur;



Mengingat

Menetapkan :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan ¢ perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara —
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan — Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun
2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional DPRD Provinsi Sulawesi Tengah,;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPDR SERTA TATA
CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN DANA OPERASIONAL DPRD PROVINSI SULAWESI
TENGAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12
Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPDR serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 12) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
kepada setiap Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan sebesar
3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
Belanja Penunjang Operasional DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diberikan setiap bulan sebesar 6 (enam) kali uang representasi
Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua
DPRD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2014

SEK S DAERAH PROVINSI
SULAVVEQI TENGAH,

hsiel s

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 295



